
BUPATITAPANULISELATAN 

PERATURANBUPATITAPANULISELATAN 

NOMOR G TAHuN 201y 

TENTANG 

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK 

SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN FERKOTAAN DI W I L A Y  A H  

KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1 )  
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuii Seiatan Nomor 16 

Tahun 2010  tentang Pajak Daerah disebutkan dasar 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di 
atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan; 

1 .  Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 
1092 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844 ) ; 

3. Undang-Undang . 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumu 
dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

4 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4578) ; 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

- Pemerintah Daerah Propinsi dan Pcmerintah Daerah 
. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu 2007 Nomor 82 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N o o r  737) ;  

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2 0 1 0  tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 
[ p m h g r g n  Noggr- I?pr;lily I l a= g i g  Nr r 1 1 ) .  

i i i  kk si t i l l  A d d 4 + 4 4 w k 4  4 4/ A 4 4 \/ 4  4  I  4 . l  ] s  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 9 1  Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesise Nomor 
5179) ;  

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ientang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1 1.  Peraturan .. . .. .. ..  
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4. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan. 

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya 
disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
A s e t  Kg@buDaten Tpanuli Selatan ' t  4 A id t 4  twl A GA 'A '4l l e  

7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tapanuli 
Selatan. 

8 . Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nialai perolehan 
baru, atau NJO pengganti. 

9 .  Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 

i0.  Bangunan adaiah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 
tetap pada tanah dan/ a tau perairan. 

" .JEE.±EE.EE.-::.«z.: 
Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan 
Objek Pajak Sektor Pertambangan. 

4 

12 .  Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Bangunan yang 
ignlzan b; :  ·d ~.  A r p  p,..: dan r t 5  

iii<r-Ki. S e/ ra g a1  per\Oman ptctdpcn iii i>uii <i. iur 

Bangunan. 

Fasal 2 

( 1 )  Klasifikasi den besarnya NJOP nimi adalah sebagaimana tcrcantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(2) Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual 
tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai 
NJOP Bumi. 

3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Banugnan adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(4) D al a m . . . . . . . . . . . . . . .  
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1 1 .  Peraturan Menteri euangan Nomor 150/PMK.03/2010 
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216) ;  

13 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 
Tahun 2008 Nomor 218) ;  

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2); 

15 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 N0m0r248); 

16 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 
,  Tahun 2010  tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249); 

,  

enetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN 

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SERAGAI DASAR 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI 

SELATAN 

PASAL 1 

lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indoncsia Tahun 1945. 

4. Otonomi.. .. .. .. .  

-l 
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(5) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar 
dari nilai jual tertinggi klasifikasi NOP Bangunan yang 
terantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka 
nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP 
Bangunan. 

Pasal 3 

lafikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
angunan untuk masing-masing wilayah Kecamatan ditctapken dengan 
.eputusan Bupati. 

Pasal 4 

eraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 .  

gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
zraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

� 

zpanuii Selatan. 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 

pada tanggal 

TITAPANULISELATAN, 

=.= eJAHRUL M. PAsnBU 


